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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur yang sedalam-dalamnya kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

hanya atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

Tahun 2016 dapat tersusun.  

Laporan Tahunan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pengadilan Tinggi  Agama Jakarta Tahun 2016 sebagai bahan evaluasi, baik bagi 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  sendiri, maupun bagi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. 

Laporan Tahunan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta kepada pimpinan peradilan di atasnya 

dengan harapan akan mendapatkan penilaian dan bimbingan sepenuhnya guna 

penyempurnaan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada 

masa yang akan datang. 

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2016 ini disajikan 

dengan harapan semoga semua pihak yang berkepentingan berkenan memberikan kritik 

dan saran  bagi optimalisasi pencapaian Visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta : 

”TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA YANG AGUNG”. 

Dengan tersusunnya laporan tahunan 2016 ini kami memberikan penghargaan dan 

apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada segenap Tim Penyusun dan 

semua warga Pengadilan Tinggi Aganma Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta 

yang mendukung penyusunan laporan ini dan telah melaksanakan tugas dengan 

bersungguh-sungguh demi terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 

Pengadilan Agama se DKI Jakarta yang agung, aamiin. 

 

         Wassalamualaikum Wr. Wb. 
        Jakarta,       Januari 2017 

      Plt. Ketua Pengadilan     
     TinggiAgama Jakarta  

 

 

 Drs. H. Nadjmi, S.H., M.Hum. 

  



 

 ii 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR .................................................................................. i 

DAFTAR ISI .............................................................................................. ii 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1  

A. Visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ........................................... 3 

B. Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta .......................................... 4 

C. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun  

2015-2019 ...................................................................................... 4 

D. Tujuan dan Sasaran Strategis ........................................................ 8 

BAB II STRUKTUR ORGANISASI ........................................................... 10 

A. Tugas dan Fungsi ......................................................................... 10 

B. Struktur Organisasi ....................................................................... 11 

C. Standar Oprasional Prosedur ........................................................ 20 

D. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai ..................................................... 21 

BAB III PEMBINAAN DAB PENGELOLAAN ........................................... 23 

A. Sumber Daya Manusia .................................................................. 23 

1. Profil Sumber Daya Manusia ................................................... 23 

2. Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin ....................... 24 

3. Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan ............... 24 

4. Mutasi ..................................................................................... 25 

5. Promosi ................................................................................... 28 

6. Pensiun ................................................................................... 28 

B. Keadaan Perkara .......................................................................... 28 

1. Rekapitulasi Perkara ............................................................... 28 

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis ............................................. 41 

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .............................................. 43 

D. Pengelolaan Keuangan ................................................................. 49 

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan  

Teknis Lainnya ........................................................................ 49 

2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah  

Agung RI ................................................................................. 51 

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan .......................... 53 
E. Dukungan Tekhnologi Informasi .................................................... 52 

F. Regulasi ........................................................................................ 56 

BAB IV PENGAWASAN .......................................................................... 58 

1. Internal .......................................................................................... 58 

2. Evaluasi ........................................................................................ 59 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .......................................... 60 



 



 

 1 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Mahkamah Agung RI sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaaan 

kehakiman dalam melaksanakan program dan kegiatannya berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)  2005 – 2025.  

RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa pendayagunaan aparatur 

negara dilakukan melalui reformasi birokrasi. Amanat tersebut selanjutnya 

dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-

2019 yang menetapkan bahwa reformasi birokrasi merupakan prioritas 

pembangunan nasional. 

 

Gambar 1 : Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia 

 

Reformasi Birokrasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 

tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya 

diterbitkan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi pada Lembaga 

Negara/Kementerian termasuk Mahkamah Agung. 
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Pada tahun 2007 Mahkamah Agung tercatat sebagai salah satu lembaga 

Negara yang ditetapkan Pemerintah sebagai pelaksana reformasi birokrasi 

percontohan dengan Kementerian Keuangan, BPK dan Kementerian PAN. 

Penetapan Mahkamah Agung sebagai proyek percontohan reformasi birokrasi 

secara otom`atis harus dilakukan pula oleh badan-badan peradilan yang berada 

dibawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama 

se DKI Jakarta. 

 

 

Gambar 2 : Gedung Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

 

Posisi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta di Ibukota Negara diharapkan  

dapat menjadi project atau etalase performance peradilan tingkat Banding dan 

peradilan tingkat pertama  se-Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan 

Mahkamah Agung dalam penetapan reformasi birokrasi dengan peningkatan 

sarana dan prasarana pendukungnya yang lebih memadai, salah satunya seperti 

memanfaatkan teknologi informasi dengan tersedianya website, dan berbagai 

macam aplikasi pendukung untuk meningkatkan pelayanan informasi terhadap 

para pencari keadilan.  
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Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta adalah terkait sarana dan prasarana yaitu gedung kantor yang 

ditempati saat ini adalah pinjam pakai gedung milik Pemerintah Daerah Provinsi 

DKI Jakarta dan gedung kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur yang belum 

mengikuti prototype.  Selain itu keterbatasan terhadap ketersediaan alat 

pengelolaan data untuk  mendukung pemantapan e-governance, keterbatasan 

kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan budget yang ada.  

Namun demikian, dengan culture yang ada di Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta,  senantiasa berjuang untuk 

meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mendukung 

terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta.  

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2016 telah menetapkan arah 

kebijakan dalam mendukung peningkatan kinerjanya dan Pengadilan Agama se-

DKI Jakarta dengan memprioritaskan tersedianya sarana dan prasarana kinerja 

yang memadai termasuk modernisasi perangkat keras, perangkat lunak dan 

jaringan teknologi informasi, dan terwujudnya aparatur peradilan yang 

professional dan berintegritas serta ketersediaan anggaran yang memadai.  

Dalam mendukung transparansi peradilan, Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta dan Pengadilan Agama  se DKI Jakarta telah mempunyai website 

sebagai sarana pendukung kemudahan untuk memperoleh layanan informasi. 

Dalam hal penyiapan sarana dan prasarana yang memadai harapannya dapat 

segera tersedianya gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan gedung 

kantor  Pengadilan Agama Jakarta Timur yang sesuai prototype dan peningkatan 

sarana prasarana pendukungnya, menetapkan prioritas optimalisasi pelayanan 

masyarakat pencari keadilan, peningkatan sarana dan prasarana kinerja, 

maksimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.  

A. Visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI 

Jakarta sebagai salah satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, 

sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus mampu 

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara 
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prima, yang sejalan dengan Visi dan  Misi Mahkamah Agung. Oleh karena itu 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan  VISI yaitu : “Terwujudnya 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang Agung”. 

 

B. Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta : 

Misi pengadilan Tinggi Agama Jakarta terdapat perubahan seiring 

adanya revieu ke satu rencana strategis tahun 2016 yaitu sebagai berikut :  

1. Meningkatkan kepercayaan kepercayaan masyarakat tehadap sistem 

peradilan; 

2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan; 

3. Menikgkatkan kualitas pelayanan masyarakat terhadap sistem peradilan; 

4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan 

Upaya mengkonkritkan visi dan misi tersebut, diperlukan suatu 

penelahaan mendalam atas segala permasalahan yang ada, penetapan 

rencana dan strategi yang tepat, serta penyusunan program kerja yang 

komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam rangka itulah 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta  

menyusun Laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun ini, dengan tujuan 

agar laporan ini dapat menjadi bahan kajian , evaluasi dan proyeksi kedepan 

sekaligus memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat pencari 

keadilan di DKI Jakarta, karena seiring dengan semakin berkembangnya 

arus informasi maka menjadikan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta yang 

prima. 

C. Rencana Strategi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2015-2019 

1. Kondisi Umum 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai salah satu kawal depan 

Makamah Agung meskipun hanya mempunyai yurisdiksi di 5 (lima) 

Pengadilan Agama,  namun karena kedudukan Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI  Jakarta di Ibukota Negara, 

sehingga menjadi acuan dan standar kinerja bagi peradilan lainnya, maka 

sudah barang tentu beban tugas pun menjadi sangat berat, baik yang 

berkaitan dengan pembangunan system kerja yang ideal, pembinaan 
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peningkatan sumber daya manusia maupun yang berkaitan dengan 

penyiapan  sarana  dan prasarana  pendukung kinerja  dan ada anggaran 

yang memadai,  sehingga terciptanya pelayanan prima bagi semua 

masyarakat pencari keadilan. 

Sesuai reviu ke 1 rencana strategi Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta tahun 2015-2019, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2016 

menetapkan arah kebijakan peningkatan sarana dan prasarana kinerja 

yang lebih memadai dan terwujudnya sumber daya manusia aparatur 

peradilan yang profesional serta terealisasinya transparansi atau 

peradilan yang modern. 

Dalam mendukung transparansi peradilan, Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta telah mempunyai 

website sebagai sarana penunjang kemudahan untuk memperoleh 

layanan informasi serta beberapa Pengadilan Agama telah mempunyai 

bangunan gedung Prototip.  Dalam  mewujudkan peradilan yang agung, 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta masih menetapkan prioritas 

penyediaan/pembangunan  gedung kantor yang sesuai prototype, 

peningkatan sarana dan prasarana kelengkapan gedung, optimalisasi 

pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai program prioritas, serta 

tersedianya sumber daya manusia  yang berkualitas dan kuantitasnya 

mencukupi,  serta anggaran yang memadai bagi Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta, yaitu Pengadilan 

Agama Jakarta Barat, Pengadilan Agama Jakarta Utara, Pengadilan 

Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 

2. Potensi dan Permasalahan 

2.1 Kekuatan (Strength) 

a. Merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah propinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. 

b. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempunyai hubungan baik 

dengan pemerintah daerah propinsi DKI Jakarta. 

c. Merupakan pengambilan keputusan dalam pertimbangan karir 

(promosi dan mutasi) pegawai di yurisdiksi Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta. 
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d. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selaku Pengadilan Tingkat 

Banding yang mempunyai kedudukan yang sama dengan empat 

Lingkungan Tingkat Banding yang lain. 

2.2 Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan – kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta dapat dirinci dalam beberapa aspek : 

a. Aspek Proses Peradilan. 

 Beragam/Kompleksitas perkara yang diajukan Pada Tingkat 

Banding, sehingga Hakim-Hakim yang ditempatkan harus 

mempunyai intensitas, kapabilitas dan professional. 

 Belum memiliki standarisasi mekanisme dan evaluasi yang 

dapat mengukur kepuasan masyarakat dari pencari keadilan di 

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Pengadilan. 

 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta belum mempunyai 

kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai dengan 

kebutuhan Pengadilan. 

 Rekrutment PNS yang diterima belum sesuai dengan 

kapasitas dan kompetensi/kemampuan kerja yang dibutuhkan, 

serta jumlahnya terbatas. 

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan. 

 Belum adanya standarisasi pemeriksaan dan pengawasan 

yang komperenshif pada semua lini.  

 Belum adanya system pengaduan masyarakat yang berbasis 

Teknologi Informasi. 

d. Aspek Tertib Administrasi dan Management. 

 Belum terselesaikannya pembuatan aplikasi system 

management perkara berbasis Teknologi Informasi. 

e. Aspek Sarana Prasarana dan Anggaran. 

Sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai dan 

ketersediaan Anggaran yang terbatas. 

2.3 Peluang (Opportunities) 
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Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa 

aspek : 

1. Aspek Proses Peradilan. 

 Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur 

proses berperkara yang terdapat dalam SIADPA PLUS. 

 Adanya kemudahan mengakses Informasi apapun dari 

Mahkamah Agung dan Lembaga lainya. 

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan. 

 Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai Motivasi 

dalam peningkatan kinerja. 

 Adanya sosialisasi bimbingan teknis pelatihan yang 

dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun 

Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia. 

 Adanya kemudahan mencari Narasumber yang kafabel 

dalam melakukan bintek di tempat kerja dari Mahkamah 

Agung. 

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan. 

 Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara 

berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan 

Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 

 Adanya pembinaan koordinasi rutin yang dilakukan di 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan jajarannya. 

4. Aspek Tertib Administrasi dan Mangement Peradilan. 

 Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan di 

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 

5. Aspek Sarana dan Prasarana. 

 Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan 

Tinggi Agama Jakarta, berupa internet, website Pengadilan, 

Aplikasi pelaporan online, Aplikasi system informasi 

administrasi Peradilan Agama berbasis web dan aplikasi 
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system informasi administrasi perkara Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta berbasis web (walau belum optimal). 

2.4 Tantangan Yang Di Hadapi (Thereats) 

Tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap 

dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang di harapkan. 

1. Aspek Proses Peradilan. 

 Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan jasa 

pengguna Pengadilan. 

 Belum terselesaikanya pembuatan jaringan/line yang 

terintregasi dengan server terpadu antara subbagian yang 

lain. 

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan. 

 SDM di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta belum seluruhnya 

memahami Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan. 

 Belum adanya system reward dan punishment untuk 

mengontrol kinerja Peradilan. 

4. Aspek Tertib Administrasi dan Management Peradilan. 

 Adanya pemahaman yang belum standar berkas banding, 

sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sering membutuhkan waktu 

lebih lama. 

5. Aspek Sarana Prasarana dan Anggaran. 

 Anggaran, Sarana dan Prasarana belum sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

D. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1-5 Tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi 

dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Adapun tujuan yang hendak 

dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah, sebagai berikut : 

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan; 
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2. Terwujudnya kualitas aparatur peradilan; 

3. Terwujudnya kualitas pelayanan pelayanan hukum kepada masyarakat 

pencari keadilan 

4. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap peradilan. 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu 

yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan 

dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 

2. Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim; 

3. Meningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

4. Peningkatan aksestibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces To 

Justice). 

5. Meningkatnya kualitas pengawasan.  

6. Meningkatan kualitas SDM. 

7. Meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara 

akuntabel, efektif dan efisien. 
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BAB II 
STRUKTUR ORGANISASI 

  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2009 dan Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, 

Administrasi Dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umun Dan Peradilan Tata 

Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI, dengan demikian 

pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berada di bawah Mahkamah 

Agung RI. 

A. TUGAS DAN FUNGSI 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai “voorpost”/kawal depan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok dan fungsi 

sebagai berikut: 

1) Tugas Pokok 

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 51 bertugas dan berwenang 

mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam 

tingkat banding. Di samping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di 

tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mangadili antar 

pengadilan Agama di daerah hukumnya. 

2) Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok di maksud, maka Pengadilan Tinggi 

Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut: 

a. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam 

tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan 

terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di 

daerah hukumnya.” (vide: pasal 49,51 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006); 

b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan 

petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah 

hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, 
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maupun administrasi umum,perlengkapan, keuangan,kepegawaian, 

dan pembangunan. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006); 

c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaa 

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera 

Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta 

terhadap jalannya peradilan ditingkat Peradilan Agama agar peradilan 

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi 

umum kesekretariatan serta pembangunan (vide: Undang-undang 

Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman); 

d. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang 

hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila 

diminta. (vide: pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006); 

e. Fungsi Administratif, yakni menyelanggarakan administrasi umum, 

keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung 

pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan; 

f. Fungsi lainnya: 

a) Pelayanan penyuluhan hukum pelayanan riset/penelitian dan 

sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/004/SK/II/1991); 

b) Pelayanan pelaksanaan registrasi pengacara praktek kuasa 

insidentil yang akan beracara di Pengadilan Agama se-wilayah 

Pengadilan Agama Jakarta. 

 

B. STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama pasal 9 menyebutkan bahwa Susunan Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan 

Sekretaris. Dan pasal 10 menyebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 
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Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menjelaskan bahwa 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan telah terpisah sehingga yang menangani 

administrasi perkara dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretaris yang 

menangani administrasi umum dipimpin oleh seorang Sekretaris. 

Pada dasarnya kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi 

perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta dipimpin oleh seorang Panitera dibantu oleh Wakil Panitera serta sub 

Kepaniteraan Banding, sub Kepaniteraan Hukum dan Kelompok Tenaga 

Fungsional Kepaniteraan. 

Sedangkan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dipimpin 

oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang terdiri dari Kepala Bagian 

Umum dan Keuangan  serta Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian. 

Masing-masing Kepala Bagian membawahi 2 (dua) sub Bagian. Kepala 

Bagian Umum dan Keuangan membawahi Sub Bagian Keuangan dan 

Pelaporan serta Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Untuk Kepala 

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian membawahi Sub Bagian Rencana 

Program dan Anggaran serta Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi 

Informasi sesuai gambar dibawah ini. 
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1.. Drs. H. HASANADI BADNI, SH., M.Hum 1. Drs. ABDUL MANAF, MH (Diperbantukan di MARI)
2. Drs. H. IBRAHIM KARDI, SH., MH 2.  Dr. H. YASARDIN, S.H., M.Hum. (Diperbantukan di LITBANG KUMDIL)
3. Drs. MUHAMMAD BASRI NASUTION, SH., MH. 3.  Drs. H. DOMIRI, S.H., M.Hum (Diperbantukan di LITBANG KUMDIL)
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5. Drs. LUTFI, S.H., M.H 5.  Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H (Diperbantukan di LITBANG KUMDIL)
6. Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H 6.  Drs. H. AHMAD YUNUS, MH (Diperbantukan di BAWAS)
7. Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I. 7. Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H (Diperbantukan di BAWAS)
8. Drs. DARISMAN 8. Drs. H. MUH. ABDUH SULAEMAN, S.H, M.H (Diperbantukan di BAWAS)
9. Drs. H. M. NADJMI, S.H., M.Hum 9  Dr. KHAERIL R, M.H. (Diperbantukan di BAWAS)
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12. Drs. H. JAMILUS, SH. MH. 12. Dra. AZIZAH BAJUBER, SH, MH (Diperbantukan di BAWAS)
13. Dr. H. KOMARI, SH . M. Hum 13. Drs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH (Diperbantukan di BAWAS)
14. Drs. H. UCE SUPRIADI, M.H. 14.  Drs. H. RUSLAN ABD. GHANI, MH (Diperbantukan di BAWAS)
15. Dr. H. AHMAD FATHONI, SH., M.Hum 15. Drs. H. HUSEN RIADY, SH. MH (Diperbantukan di BAWAS)
16. Dr. A. CHOIRI, S.H., M.H
17. Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.
18. Drs. ABD. ROZAK BACHTIAR HR, S.H., M.H.
19. Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, M.H.
20. Drs. H. AHSIN ABDUL HAMID, S.H.
21. Drs. H. BUSRA, S.H., M.H.
22. Drs. H. MUSFIZAL MUSA, S.H., M.H
23. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

1.Rahmatul Hakim, A. Md 1. Nining Rahayuni, SH Staf Staf Staf
1.  Nengceu Siti Rohimah, SHI 1. Yulita Fitri hartaty, SE 1. Munasirah, SE 1.  Ecep Agus Sani, S.H
2.  Dina Marisa, S.Kom 2. Rizcky Fallah Romadhon 2. Abdul Haris Rangkuty, SE
3. Dina Sagita, S. Sos 3. Restiana Irwanti, SE 3. Ade Irma Suryani, A. Md

4. Hadi Putra, A. Md 4.  Mamat Sudrajat

1.  Ratu Dhiyafah, SH
2. Sri Purwaning Rahayu, SH
3. Nastiti Dewi, SH
4. Akhmad Sahid, SH
5. Mohammad Khotib, S.H.
6. Mahrum, SH
7. Abdullah, SH. MH
8. Endang Purwihartati, SH. MH
9. ADAY, S Ag
10. Drs. H. Iskandar Raja, SH., MH.

11. Muhammad Yuswar Sukin, SH.MH.

12. Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, S.H

13. Hj. Munyati Saleh Last Update : 30 Desember 2016

14. Akhmad Fauzy, S.H

15. Eliakim Sihotang, S.H

Staf

Panitera Pengganti

Staf Staf ELVIRA AMEGIA, M. Kom UNA MUNASIR FATAH, ST ANIMAR RIZAL MUTAQIN, S.E., M.M

-  FAHRUDDIN, SH Kepegawaian dan TI  Rencana Program dan Anggaran  Keuangan dan Pelaporan  Tata Usaha dan Rumah Tangga

Panitera Muda Banding Panitera Muda Hukum Kasubag Kasubag Kasubag Kasubag 

H. SAJADI, SH, MH.

Kepala Bagian Kepala Bagian
Perencanaan dan Kepegawaian  Umum dan Keuangan

H. FAUZAN, S.H., M.H., M.M -

Drs. BAHRIN LUBIS, S.H., M.H Drs. H. ANDI KURNIAWAN, M.M

Wakil Panitera

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Ketua

Dr. H. KHALILURRAHMAN

Wakil Ketua

-

Majelis Hakim Panitera Sekretaris  Majelis Hakim

 

Gambar 1.  Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Tinggi Jakarta 
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Pengadilan Agama Jakarta Pusat 

 

Pengadilan Agama Jakarta Barat 

Drs. MULAWARMAN, S.H., M.H.

Drs. UBAIDILLAH, M.Sy.

1. Dra. MURNIATI 9. RAKHMAT FAIZIN, SH., MH.

2. SAPARANTO, S.H., M.H. 10. IMRON ROSYIDI, S.H.

3. ABDUL HAMID, S.Ag. 11. HIKMAYATI, S.H.

4. ATIYAH SHOFANAH, S.H. 12. HAMIM NAF'AN, S.H.I.

5. JUNAEDI, S.H. 13. SUPARNO, S.H.

6. PATIMAH, S.Ag. 14. DONNY SULISTIYANTORO, SH.

7. MUHLIS, S.H., M.H. 15. RIA AMALIA SARI, S.H., M.H.

8. H. WALUYO, S.H. 16. Hj. SITI ROHMAH, S.E., S.H.

Keterangan :

* Panitera Pengganti diperbantukan 

KETUA

Drs. Rusman Mallapi, S.H., M.H.

WAKIL KETUA

Dr. H. AMAM FAKHRUR, S.H., M.H.

DIDING AWALUDIN, S.H.***

STAF STAF

PANITERA PENGGANTI

7. PEPEN EFFENDI

Drs. H. MAHDY USMAN, S.H., M.H.

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015

LIDYA ANGGRAENI, S.E.*** -

H. HAFANI BAIHAQI, Lc., S.H.

PANITERA MUDA 

PERMOHONAN
PANITERA MUDA GUGATAN PANITERA MUDA HUKUM

GUNADI, S.H., M.H. Hj. NISRIN, S.H., M.H. SYAMSUL RIZAL, S.H.

PANITERA

MAJELIS HAKIM

Drs. H. ALI MAS'AD

STAF

ULFA FOUZIYAH, S.H.I*** NYAMIANI, S.H.*

MELI YONDA, S.H., M.H.** WIDYA FAUSIAH, S.E., M.H.

3. BURHAMZAH

4. IMAM SYA'BANI CHOIR

5. ABDUL GHOFUR

6. NAHARUDIN

KASUBBAG. KEPEGAWAIAN 

DAN ORTALA

-

STAF

DIKA ANDRIAN, S.Kom., S.H.***

STAF

TRI SUPAMI, S.H.***

TRININGSIH SUBEKTI, S.H.***

KASUBBAG. PERENCANAAN IT 

DAN PELAPORAN

STAF

TRI JUMIYATI, S.H.

** Jurusita diperbantukan 

*** Jurusita Pengganti diperbantukan 

MAJELIS HAKIM

Dra. Hj. ABSARI, M.H.

Drs. ABDUL HADI, M.H.I.

Dra. Hj. NELIATI, S.H.

2. FRANS PAULUS ALFONS SOPACUA, S.E.

SEKRETARIS

YUNI WINARTI, S.H.I.

Drs. SYAMSUDDIN, M.M.

KASUBBAG. UMUM DAN 

KEUANGAN

Drs. SAFE'I AGUSTIAN

JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI

1. TOTO SUDARTO

Drs. H. FAJRI HIDAYAT, M.H.

H. ASMADIH, MS. Lc.***

 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan 

Pengadilan Agama Jakarta Timur 
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Pengadilan Agama Jakarta Utara 

 

Gambar 2.  Struktur Organisasi Pengadilan Agama Se-DKI Jakarta 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
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Peradilan Agama pasal 9 menyebutkan bahwa Susunan Pengadilan Tinggi 

Agama terdiri dari Pimpinan,Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Dan 

pasal 10 menyebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari 

seorang Ketua dan Wakil Ketua. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dibantu oleh: 

1. Sub Kepaniteraan Hukum 

Mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Mendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan ; 

b. Melaksanakan sebagian tugas-tugas kepaniteraan pengadilan; 

c. Melaksanakan kebijakan kepaniteraan pengadilan; 

d. Menghimpun data perkara, hukum dan kepaniteraan; 

e. Mengelolah data perkara, hukum dan kepaniteraan; 

f. Menyusun program kerja hukum, dan kepaniteraan; 

g. Melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dan 

masyarakat; 

h. Melaksanakan sosialisasi hukum; 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepadanya. 

2. Sub Kepaniteraan Banding 

Mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Menerima berkas pekara banding; 

b. Mendata berkas perkara banding; 

c. Mengetik PMH dan Mengetik penetapan PP; 

d. Membuat jurnal keuangan perkara banding; 

e. Mengolah biaya perkara banding; 

f. Membuat jadwal pesidangan; 

g. Mengatur pembagian bekas perkara banding kepada majelis hakim; 

h. Mengirim surat pemberitahuan tentang registrasi penerimaan perkara 

banding kepada para pihak dan Pengadilan Agama pengirim; 

i. Membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan amar keputusan 

kepada para pihak melalui pengadilan pengirim; 

j. Mengirimkan kembali berkas bundle A disertai Salinan putusan kepada 

pengadilan pengirim; 
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k. Membuat laporan pada tiap bulan untuk disampaikan kepada Panitera 

Muda Hukum  sebagai laporan bulanan perkara Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta; 

l. Membuat evaluasi terhadap proses jalannya persidangan; 

m. Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus (asrip aktif) pada 

Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan; 

n. Menerima tembusan salinan putusan kasasi yang dicatatkan dalam 

register kemudian yang diserahkan kepadaPnitera Muda Hukum; 

o. Menerima surat-surat pengaduan masyarakat berkenan dengan proses 

persidangan perkara baik tingkat perkara maupun tingkat banding dan 

membagikannya kepada yang terkait berhubungan dengan proses 

penyelesaian perkara; 

p. Menyevaluasi dan membuat presentase kinerja hakim; 

3. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan 

Mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; 

b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun kegiatan; 

c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan; 

d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab 

kegiatan sub bagian keuangan; 

e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan sub bagian 

keuangan; 

f. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan di lingkungan sub bagian 

keuangan; 

g. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di sub 

bagian keuangan; 

h. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja unit terkait; 

i. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang sub 

bagian keuangan; 

j. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan; 

k. Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menandatangani 

Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku; 

l. Mengelola Barang Milik Negara; 
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m. Mengkoordinir laporan keuangan satker di 4 (empat) lingkungan 

peradilan; 

n. Mengkoordinir laporan – laporan yang menjadi tanggung jawab sub 

bagian keuangan dan pelaporan; 

o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; 

p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Umum dan 

Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta; 

q. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan 

4. Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran  

Mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Rencana Program dan 

Anggaran; 

b. Merencanakan program kerja subbagian rencana program dan 

anggaran; 

c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan dalam bentuk RKAKL; 

d. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan; 

e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; 

f. Membantu pelaksanaan tugas para bawahan; 

g. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijakan pimpinan dibidang 

perencanaan, program dan anggaran; 

h. Mengonsep penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA); 

i. Mengonsep penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) setiap tahun anggaran meliputi meliputi analisis 

target pencapaian kinerja, program, dan anggaran; 

j. Mengonsep penyusunan rencana kebutuhan anggaran dalam bentuk 

RKA-KL; 

k. Melaksanakan revisi rencana kebutuhan anggaran dalam bentuk RKA-

KL; 

l. Mengonsep penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); 

m. Menghimpun penetapan kinerja setiap subbagian; 

n. Membantu pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaanya; 

o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; 

p. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; 
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q. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Perencanaan 

dan Kepegawaian. 

5. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

Mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah 

Tangga; 

b. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan pada 

sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; 

c. Melaksanakan pelayanan tata persuratan kedinasan dengan baik, 

tertib, aman dan sesuai ketentuan; 

d. Melaksanakan tata kearsipan yang baik, tertib dan aman sesuai 

ketentuan;  

e. Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas 

pimpinan; 

f. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana dengan baik, tertib 

dan sesuai aturan; 

g. Melaksanakan perawatan kendaraan dinas dan pengurusan suarat-

suratnya; 

h. Menyelenggarakan pengurusan barang persediaan dan 

pendistribusiannya; 

i. Menggerakkan, mengarahkan dan membina pelaksanaan kegiatan 

tenaga honorer; 

j. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait; 

k. Mengkonsep Laporan Tahunan (LT) sub bagian Tata Usaha dan 

Rumah Tangga; 

l. Melaksanakan pengurusan rumah tangga kantor; 

m. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; 

n. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas dengan baik, tertib, 

aman dan nyaman; 

o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan.  

p. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; 

6. Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi 

Mempunyai tugas sebagai berikut: 
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a. Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian dan teknologi 

informasi; 

b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun kegiatan; 

c. Menyusun program kerja sub kepegawaian dan teknologi informasi; 

d. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung 

jawab kegiatan sub bagian kepegawaian dan teknologi informasi; 

e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan sub bagian 

kepegawaian dan teknologi informasi; 

f. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan di lingkungan sub 

bagian kepegawaian dan teknologi informasi; 

g. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di 

bidang sub bagian kepegawaian dan teknologi informasi; 

h. Menyiapkan bahan laporan tahunan sub bagian kepegawaian dan 

teknologi informasi; 

i. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait; 

j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang sub 

bagian kepegawaian dan teknologi informasi; 

k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan; 

l. Melaksanakan tugas khusus dari atasan/pimpinan;  

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; 

n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Perencanaan 

dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta; 

Untuk mempertegas tugas dan pokok dan fungsi dari masing masing 

unsur tersebut digambarkan dengan sktruktur secara linier sehingga jelas 

tugas pokok dan fungsinya serta hirarki jabatan berdasarkan peraturan 

Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015.  Struktur organisasi Pengadilan 

Tinggi Agama Jakarta sebagaimana tersebut dalam laporan ini.  

 

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

Sesuai dengan Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP 

AP) tanggal 9 Juni 2012 yang dipertegas dengan peraturan Sekretaris MA RI 

Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
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Prosedur, maka dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada para 

pencari keadilan, di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam melaksanakan 

tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

telahdisusun yang terdiri dari SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan, 

sebagai berikut : 

1. Eselon II memiliki SOP sebanyak 54 terdiri dari Panitera sebanyak 7 

SOP dan Sekretaris sebanyak 47 SOP; 

2. Eselon III memiliki SOP sebanyak 59 SOP terdiri dari Kepala Bagian 

Perencanaan dan Kepegawaian sebanyak 45 SOP, Kepala Bagian 

Umum dan Keuangan sebanyak 12 SOP dan Wakil Panitera sebanyak 2 

SOP; 

3. Eselon IV memiliki 103 SOP terdiri dari PanitraMuda Banding sebanyak 

9 SOP, Panitera Muda Hukum sebanyak 8 SOP, Kepala Sub Bagian 

Keuangan dan Pelaporan sebanyak 19 SOP, Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha dan Rumah Tangga sebanyak 16 SOP, Kepala Sub Bagian 

Rencana Program dan Anggaran sebanyak 15 SOP, Kepala Sub Bagian 

Kepegawaian dan Teknologi Informasi sebanyak 36 SOP; 

4. Staf memiliki SOP sebanyak 89 dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan; 

5. Fungsional memiliki sebanyak 44 SOP Ketua dan Wakil Ketua, 5 SOP 

Hakim Tinggi, dan 5 SOP PaniteraPengganti. 

 

D. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) 

1. Eselon II berjumlah  2 SKP 

2. Eselon III berjumlah 2 SKP 

3. Eselon IV berjumlah 5 SKP karena jabatan Panitera Muda Banding 

kosong 

4. Staf berjumlah 14 SKP 

5. Fungsional (Ketua dan Panitera Pengganti) berjumlah 54 SKP karena 

jabatan Wakil Ketua kosong) 

Kinerja/sasaran kerja pegawai (SKP) pada Pengadilan Agama Se-DKI 

Jakarta : 
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No. Satuan Kerja 
Eselon 

II 
Eselon 

 III 
Eselon 

IV 
Staf Fungsional 

1 PA Jakarta Pusat 2 3 6 1 38 

2 PA Jakarta Barat 2 3 6 2 44 

3 PA Jakarta Timur 2 3 6 8 58 

4 PA Jakarta Selatan 2 3 6 5 50 

5 PA Jakarta Utara 2 3 6 1 35 
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BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 

 

A. SUMBER DAYA MANUSIA  

1. Profil Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia teknis yudisial pada Wilayah Pengadilan 

Tinggi Agama Jakarta pada Tahun 2016 yaitu : 

a. Tenaga Hakim secara keseluruhan berjumlah 113 orang, yang 

diperbantukan sebanyak 23 orang; 

b. Panitera 6 orang yang terdiri dari 1 orang Panitera Tingkat Banding 

dan  5 orang Panitera Tingkat Pertama; 

c. Wakil Panitera 5 (lima) orang karena Wakil Panitera Pengadilan 

Agama Jakarta Barat telah dilantik menjadi Panitera Pengadilan 

Agama Jakarta Barat pada tanggal 20 Desember 2016; 

d. Panitera Muda 16 orang karena Panitera Muda Banding kosong 

sejak awal Desember 2016;  

e. Panitera Pengganti sebanyak 104 orang, Juru Sita 21 orang dan 

Juru Sita Pengganti 60 orang. 

N
o 

Unit 
Kerja 

Hakim 
Hakim 

Diperbn 
tukan 

HakIm 
Riil 

Pejabat 
Kepani 
teraan 

PP 
Pejabat 
Struktur

al 
JS JSP Staf Jml 

Jum 
Riil 
Peg 

1 
PTA 

Jakarta 
39 15 24 3 15 6 0 0 14 77 62 

2 
PA 

Jakarta 
Pusat 

8 1 7 5 17 4 5 9 1 49 48 

3 
PA 

Jakarta 
Utara 

13 3 10 5 11 4 1 13 1 48 45 

4 
PA 

Jakarta 
Timur 

17 0 17 5 24 4 6 11 8 75 75 

5 

PA 
Jakarta 
Selata

n 

22 0 22 5 20 4 6 15 6 78 78 

6 
PA 

Jakarta 
Barat 

14 4 10 4 17 3 3 12 2 55 51 

 

 
JUM 
LAH 

 

113 23 90 27 
10
4 

25 21 60 32 
38
2 

359 
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2. Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin 

Sumber daya manusia menurut jenis kelamin pada Wilayah 

PengadilanTinggi Agama Jakarta sebagai berikut : 

a. Laki-laki sebanyak 235 orang 

b. Perempuan sebanyak 147 orang 

 

 

3. Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan 

Sumber daya manusia menurut tingkat pendidikan pada wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta meliputi : 

a. Pendidikan S3 sebanyak 11 orang 

b. Pendidikan S2 sebanyak 164 orang  

c. Pendidikan S1 sebanyak 153 orang 

d. Pendidikan D3 sebanyak 12 orang 

e. Pendidikan D1 sebanyak 1 orang 

f. Pendidikan SMA sebanyak 38 orang 

g. Pendidikan SMP sebanyak 2 orang 

h. Pendidikan SD sebanyak 1 orang 

 

 

 

 

235 

147 
Laki-laki

Perempuan
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4. Mutasi 

NO 
JABATAN JUMLA

H 
KET 

LAMA BARU 

1 Mutasi/promosi (ke 
wil.PTA Jakarta): 

 
 

 
 

 

  
Hakim Tinggi PTA Luar 
Jakarta 

 
Hakim Tinggi PTA Jakarta 
 

 
11 
orang 
 

 

 Ketua Pengadilan Agama  Ketua Pengadilan Agama 
Jakarta Timur dan Utara 

1 orang 
 

 Ketua Pengadilan Agama Ketua Pengadilan Agama 
Jakarta Utara 

1 orang 
 

 Wakil Ketua Pengadilan 
Agama  

Ketua Pengadilan Agama 
Jakarta Pusat 

1 orang 
 

 Wakil Ketua Pengadilan 
Agama  

Wakil Ketua Pengadilan 
Agama Jakarta Selatan 

1 orang 
 

 Ketua Pengadilan Agama Hakim Pengadilan Agama 
Timur 

1 orang 
 

 Ketua Pengadilan Agama Hakim Pengadilan Agama 
Barat 

1 orang 
 

 Ketua Pengadilan Agama Hakim Pengadilan Agama 
Selatan 

3 orang 
 

 Hakim Pengadilan Agama
  
 

Hakim Pengadilan Agama 
Pusat 

1 orang 
  

 Hakim Pengadilan Agama
  

Hakim Pengadilan Agama 
Timur 

4 orang 
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 26 

 

 Hakim Pengadilan Agama
  
 

Hakim Pengadilan Agama 
Barat 

4 orang 
  

 Hakim Pengadilan Agama
  
 

Hakim Pengadilan Agama 
Selatan 

4 orang 
  

 
2 

 
Mutasi/promosi (keluar 
wil. PTA Jakarta) : 
 

  

 

 Wakil Ketua PTA Jakarta
  

Hakim Agung MA RI 1 orang 
 

 Hakim Tinggi PTA Jakarta
  

Wakil Ketua PTA Luar 
Jakarta 

5 orang 
 

 Hakim Tinggi PTA Jakarta Hakim Tinggi PTA Luar 
Jakarta 

4 orang 
 

 Ketua Pengadilan Agama Hakim Tinggi PTA Luar 
Jakarta 

4 orang 
 

 Wakil Ketua Pengadilan 
Agama 
 

Ketua Pengadilan Agama 
Luar Jakarta 

3 orang 
  

 Hakim Pengadilan Agama Wakil Ketua Pengadilan 
Agama Luar Jakarta 

7 orang 
 

 Hakim Pengadilan Agama Hakim Pengadilan Agama 
Luar Jakarta 

14 
orang 

 

 
3 

Kepaniteraan 
Mutasi/promosi (Intern) : 

  
 

 Kabiro Perencanaan MA 
RI 
 

Panitera PTA Jakarta 1 orang 
 

 Panitera Pengganti PTA 
Luar Jakarta 

Panitera Pengganti PTA 
Jakarta  

2 orang 
 

 Panitera Pengganti PA 
Luar Jakarta  

Panitera Pengganti PTA 
Jakarta 

1 orang 
 

 PA Panitera Jakarta Barat Panitera Pengganti PTA 
Jakarta  

1 orang 
 

 Badilag Panitera Pengganti PA 
Jakarta Pusat 

1 orang 
 

 Panitera Pengganti PA 
Luar Jakarta 

Panitera Pengganti PA 
Jakarta Utara 

1 orang 
 

 Panitera Pengganti PA 
Luar Jakarta 

Panitera Pengganti PA 
Jakarta Timur 

1 orang 
 

 Panitera Pengganti PA 
Luar Jakarta 

Panitera Pengganti PA 
Jakarta Barat 

1 orang 
 

 Panitera Pengganti PA 
Jakarta Timur 

Panitera Pengganti PA 
Jakarta Utara 

2 orang 
 

 Jurusita Pengganti PA 
Luar 

Panitera Pengganti PA 
Jakarta Selatan 

1 orang 
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 Jurusita Pengganti PA 
Jakarta Pusat 

Panitera Pengganti PA 
Jakarta Pusat 

1 orang 
 

 Jurusita Pengganti PA 
Jakarta Pusat 

Panitera Pengganti PA 
Jakarta Selatan 

1 orang 
 

 Jurusita Pengganti PA 
Jakarta Pusat 

Panitera Pengganti PA 
Jakarta Timur 

1 orang 
 

 Staf PA Jakarta Barat Panitera Pengganti PA 
Jakarta Barat 

1 orang 
 

 Jurusita PA Jakarta Pusat Jurusita PA Jakarta Barat 1 orang  

 Jurusita Pengganti PA 
Jakarta Selatan 

Jurusita PA Jakarta Barat 1 orang 
 

 Jurusita Pengganti PA 
Jakarta Selatan 

Jurusita PA Jakarta 
Selatan 
 

1 orang 
 

 Staf PTA Jakarta Jurusita PA Jakarta Pusat 
 

1 orang 
 

 Staf PA Jakarta Pusat Jurusita Pengganti PA 
Jakarta Pusat 

2 orang 
 

 Staf PA Jakarta Barat Jurusita Pengganti PA 
Jakarta Barat 

1 orang 
 

4 Mutasi/promosi 
(Ekstern) : 

  
 

  
Panitera/Sekretaris PTA 
Jakarta  

 
Panitera PTA Luar Jakarta 

 
1 orang  

 Panitera Muda Banding 
PTA Jakarta 

Panitera Muda Banding 
PTA Luar Jakarta  

1 orang 
 

 Panitera Pengganti PA 
Jakarta Selatan 

Panitera Pengganti PA 
Luar Jakarta 

1 orang 
 

 Panitera Pengganti PA 
Jakarta Barat 

Panitera Pengganti PA 
Luar Jakarta 

1 orang 
 

 Jurusita Pengganti PA 
Jakarta Barat 

Jurusita PA Luar Jakarta  1 orang 
 

     

5 Mutasi/promosi (Intern)  
 

 
 

 

 Kepala Bagian 
Perencanaan dan 
Kepegawaian PTA Jakarta 

Sekretaris PTA Jakarta 1 orang  

 BUA  Sekretaris PA Jakarta 
Selatan 

1 orang  

 Sekretaris PA Jakarta 
Selatan 

Kepala Bagian 
Perencanaan dan 
Kepegawaian PTA Jakarta 

1 orang  

 Staf PTA Jakarta Staf PA Jakarta Timur 1 orang  

 Staf PA Jakarta Selatan Staf PTA Jakarta 1 orang  

 Staf Instansi Luar MA RI Staf PTA Jakarta 1 orang  

 Jurusita Pengganti PA Staf PA Jakarta Selatan 1 orang  
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Luar Jakarta 

 Staf Instansi Luar MA RI Staf PA Jakarta Timur 1 orang  

 
6 

 
Mutasi/promosi 
(Ekstern) : 

  
 

 Kepala Bagian Umum dan 
Keuangan PTA Jakarta 

Sekretaris PTA Luar 
Jakarta 

1 orang 
 

 

     

 

5. Promosi 

Tim Baperjakat untuk promosi jabatan di Lingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Jakarta telah mengusulkan : 

a. 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai 

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I B  

b. 2 (dua) orang Staf pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai 

Jurusita Pengganti 

c. Rotasi Pegawai Kepaniteraan di Lingkungan Pengadilan Agama Se-

DKI Jakarta yaitu 13 (tiga belas) orang Panitera Muda, 42 (empat 

puluh) orang Panitera Pengganti dan 5 (lima) orang Jurusita 

d. 3 (tiga) orang pegawai sebagai Calon Kepala Sub Bagian 

Kepegawaian dan Ortala pada Pengadilan Agama Jakarta Barat 

6. Pensiun 

a. Kenaikan Pangkat Pengabdian/ Batas UsiaPensiun (BUP) 

Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian tahun 2016 sebanyak 9 

(sembilan) orang 

b. PensiunJanda/ Duda 

c. Tidak ada pengusulan Pensiun Janda/Duda tahun di tahun 2016  

d. Masa Persiapan Pensiun (MPP) 

Masa Persiapan Pensiun tahun 2016 sebanyak 1 (satu) orang 

yaitu dari PTA Jakarta 

 

B. KEADAAN PERKARA 

1. Rekapitulasi Perkara 

a. KeadaanPerkaraPadaPengadilanTinggiAgama Jakarta 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2016 menerima 

perkara banding sejumlah 116 (seratus enam belas) perkara, ada 
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penurunan sejumlah 23 (dua puluh tiga) perkara atau turun  26,68%  

(dua puluh enam koma enam puluh delapan persen) bila dibandingkan 

dengan perkara yang diterima pada tahun 2015 sejumlah 139 (seratus 

tiga puluh sembilan) perkara.   

Keadaan perkara Tahun 2016 sisa perkara banding adalah 7 

(tujuh). Sehingga jumlah perkara yang diterima dan harus diputus oleh 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2016 berjumlah 116 (seratus 

enam belas) perkara. 

Tahun 2016 jumlah perkara yang diputus sebanyak 109 (seratus 

sembilan) perkara, sehingga sisa perkara banding tahun 2016 adalah 7 

(tujuh). Dari angka penyelesaian perkara tersebut dapat dihitung prosentase 

produktifitas kinerja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam 

memutus perkara sebesar 93,96% (sembilan puluh tiga koma sembilan 

puluh enam persen). 

Perkara banding yang diterima  dari Pengadilan Agama sewilayah 

hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2016 berjumlah 116 

(seratus enam belas) perkara,dengan perincian sebagai berikut : 

NO SATUAN KERJA  JUMLAH PERKARA 

1 Pengadilan Agama Jakarta Pusat = 16 perkara 

2 Pengadilan Agama Jakarta Barat = 11 perkara 

3 Pengadilan Agama Jakarta Timur = 35 perkara 

4 Pengadilan Agama Jakarta Selatan = 47 perkara 

5 Pengadilan Agama Jakarta Utara = 7 perkara 

 Jumlah = 116 perkara 
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Grafik 3 : Grafik perkara banding yang diterima  

Dari grafik diatas memperlihatkan bahwa perkara banding 

terbanyak diterima dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu 

sejumlah 47 (empat puluh tujuh) perkara, diikuti oleh Pengadilan Agama 

Jakarta Timur sejumlah 35 (tiga puluh lima) perkara, Pengadilan Agama 

Jakarta Pusat sejumlah 16 (enam belas) perkara, Pengadilan Agama 

Jakarta Barat sejumlah 11 (sebelas) perkara dan urutan terakhir 

Pengadilan Agama Jakarta Utara sejumlah 7 (tujuh) perkara. 

Perkara banding yang diterima tahun 2016 dengan jumlah 116 

(seratus enam belas) perkara tersebut diatas dapat diperinci menurut 

jenisnya sebagai berikut : 

NO Jenis Perkara  Jumlah Perkara 

 Izin Poligami : 0 perkara 

 Pencegahan Perkawinan : 0 perkara 

 Pembatalan Perkawinan : 3 perkara 

 Cerai Talak : 30 perkara 

 Cerai Gugat : 52 perkara 

 Harta Bersama : 9 perkara 

 Penguasaan Anak : 4 perkara 

 Istbat Nikah : 1 perkara 

 Ekonomi Syariah : 1 perkara 

 Kewarisan : 10 perkara 
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 Hibah : 1 perkara 

 Wakaf : 1 perkara 

 Penetapan Ahli waris : 0 perkara 

 Nafkah Anak : 1 perkara 

 Lain-lain : 3 perkara 

 Jumlah : 116 perkara 

 

Perkara cerai gugat masih menempati urutan tertinggi dalam jenis 

perkara yang dimohonkan banding sebanyak 52 perkara, disusul 

dengan cerai talak sebanyak 30 perkara lalu gugatan harta bersama 

sebanyak 9 perkara dan kewarisan sebanyak 10 perkara. Selengkapnya 

dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:  

 

Grafik 4 : Grafik perkara banding dilihat berdasarkan jenis perkara 
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Laporan perkara Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 2016 yang 

dilaporkan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut : 

Sisa perkara tahun 2015  : 0 perkara 

Perkara yang diterima pada tahun 2016 : 116 perkara 

Jumlah : 116 perkara 

Perkara yang diputus pada tahun 2016 : 109 perkara 

Dengan rincian sebagai berikut: 

Perkara yang dikuatkan : 71 perkara 

Perkara yang dibatalkan : 33 perkara 

Perkara yang di NO : 4 perkara 

Perkara yang ditolak : 0 perkara 

Perkara yang dicabut : 1 perkara 

Sisa perkara akhir tahun : 7 perkara 

Grafik 5 : Grafik perkara banding yang diputus 

 

Penyelesaian Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

berdasarkan jangka waktu penyelesaian, yaitu : 

Dicabut Ditolak NO Dibatalkan Dikuatkan

1 0 4 

33 

71 
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NO 
Waktu penyelesaian Jumlah 

1.  Penyelesaian perkara kurang dari 1 

bulan  

81 perkara 

2.  Penyelesaian perkara kurang dari 2 

bulan  

23 perkara 

3.  Penyelesaian perkara kurang dari 3 

bulan  

2 perkara 

4.  Penyelesaian perkara Lebih dari 3 

bulan  

3 perkara 

 Jumlah 109 perkara 

Tabel 6 : Jangka waktu penyelesaian perkara banding di Pengadilan Tinggi 
Agama Jakarta 

Alur penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta: 

1. Penyelesaian yang melibatkan Kepaniteraan, 

Kesekretariatan selama 35 hari kerja 

2. Penyelesaian hanya melibatkan Hakim berdasarkan SOP 

memerlukan 33 hari kerja 

Berdasarkan Laporan Kegiatan Hakim (L.II-PA2) Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta yang dilaporkan persemester dapat dilihat jumlah hakim 

Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan 

jumlah majelis sebanyak 25 (dua puluh lima) majelis. Adapun rincian 

masing-masing majelis menerima dan memutus perkara sebagai berikut: 

NO MAJELIS HAKIM 

SISA 
TAHUN 

TERIMA 
TAHUN 

DIPUTUS 
TAHUN 

SISA 
AKHIR 
TAHUN 

  2015 2016 2016 2016 

1 2 3 4 5 6 

1.  Khalilurrahman (A) 0 1 1 0 

2.  Edi Riadi (B) 0 5 5 0 

3.  Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., 
M. Hum. 

0 7 7 0 

4.  Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H. 
M.Hum.  

0 8 8 0 
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5.  Drs. H. Muhammad Basri 
Nasution, S.H., M.H. 

0 7 7 0 

6.  Drs. H. Lutfi, S.H., M.H. 0 7 7 0 

7.  Drs. H. Zein Ahsan, M.H. 0 2 2 0 

8.  Drs. H.R. Zaini, S.H., M.H. 0 8 8 0 

9.  Drs. Darisman 0 7 7 0 

10.  Drs. H. Nadjmi, S.H., M.Hum. 0 5 4 1 

11.  Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A. 0 1 0 1 

12.  Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H. 0 2 1 1 

13.  Drs. H. Panusunan Pulungan, 
S.H., M.H. 

0 6 6 0 

14.  Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H. 0 1 1 0 

15.  Drs. H. Jamilus, S.H., M.H. 0 6 6 0 

16.  Dr. H. Komari, S.H., M.H. 0 5 4 1 

17.  Drs. H. Uce Supriadi, M.H. 0 5 5 0 

18.  Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., 
M.H. 

0 6 5 1 

19.  Dr. H.A. Choiri, S.H., M.H. 0 5 5 0 

20.  Drs. Asril Lusa, S.H., M.H. 0 1 1 0 

21.  Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR, 
S.H., M.H.  

0 5 4 1 

22.  Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, 
M.H. 

0 2 1 1 

23.  Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. 0 4 4 0 

24.  Drs. H. Busra, S.H., M.H. 0 4 4 0 

25.  Drs. H. Musfizal Musa, S.H., 
M.H. 

0 6 6 0 

 J u m l a h  116 109 7 

Susunan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk 

tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga) periode terdiri dari : 
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PERIODE  Februari 2016 s.d. Juni 2016 

NO KODE 

MAJELIS 

NAMA MAJELIS HAKIM  

DAN PANITERA PENGGANTI 

 

 KETERANGAN 

1 2 3 4 

1. A. 

C-4 

C-11 

C-15 

C-18 

D-1 

D-2 

D-3 

D-4 

D-12 

D-13 

Dr. H. Khalilurrahman 

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H. 

Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H. 

Dr. H. Fathoni, S.H., M.Hum. 

Drs. H. Pelmizar, M.H.I. 

Drs. H. Bahrin Lubis, S.H., M.H. 

H. Sajadi, S.H., M.H. 

Fahruddin, S.H. 

Drs. H. Ujang Mukhlis, S.H., M.H. 

Endang Purwihartati, S.H., M.H. 

Ali Mustofa, S.H. 

Sebagai  Ketua Majelis 

Sebagai  Hakim Anggota 

Sebagai  Hakim Anggota 

Sebagai  Hakim Anggota 

Sebagai  Hakim Anggota 

Sebagai Panitera   

Sebagai Panitera  Pengganti 

Sebagai Panitera  Pengganti 

Sebagai Panitera  Pengganti 

Sebagai Panitera  Pengganti 

Sebagai Panitera  Pengganti 

2. B. 

C-1 

C-5 

D-5 

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. 

Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum. 

Drs. H. Zein Ahsan, M.H. 

Ratu Dhiyafah, S.H. 

Sebagai  Ketua  Majelis 

Sebagai  Hakim  Anggota 

Sebagai  Hakim  Anggota 

Sebagai Panitera  Pengganti 

3. B. 

C-2 

C-4 

D-7 

D-11 

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. 

Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.H. 

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H. 

Akhmad sahid, S.H. 

M. Khotib, S.H., M.H. 

Sebagai  Ketua  Majelis 

Sebagai  Hakim  Anggota 

Sebagai  Hakim  Anggota 

Sebagai Panitera  Pengganti 

Sebagai Panitera  Pengganti 

4. C-1 

C-13 

C-22 

D-6 

D-15 

Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum. 

Dr. H. Komari, S.H., M.Hum. 

Drs. H. Faisol, S.H., M.H. 

Sri Purwaning Rahayu, S.H. 

Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Panitera  Pengganti 

Sebagai Panitera  Pengganti  

5. C-2 

C-8 

C-21 

D-8 

D-16 

Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.H 

Drs. H. Nadjmi, S.H., M.Hum. 

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H. 

Nastiti Dewi, S.H. 

Hj. Aminah, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Panitera  Pengganti 

Sebagai Panitera  Pengganti  

6. C-3 

C-9 

C-20 

D-9 

Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H. 

Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H. 

Drs. H. Busra, S.H., M.H. 

Mahrum, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Panitera  Pengganti 

7. C4 

C-10 

C-19 

D-10 

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H. 

Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag. 

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. 

Abdullah, S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Panitera  Pengganti 

8. C-5 

C-11 

C-18 

D-11 

Drs. H. Zein Ahsan, M.H. 

Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H. 

Drs. H. Pelmizar, M.H.I. 

M. Khotib, S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Panitera  Pengganti 

9. C6 

C-12 
C-17 
D-14 
D-12 

1. Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H. 

2. Drs. H. Jamilus, S.H., M.H. 
3. Drs. H. Abd. Rozak B,SH.,MH. 
4. Aday, S.Ag., M.H. 
5. Endang Purwihartati, S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Panitera  Pengganti 
Sebagai Panitera  Pengganti 
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10. C-7 

C-14 
C-16 
D-17 

1. Drs. Darisman 

2. Drs. H. Uce Supriadi, M.H.  
3. Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H. 
4. Moh. Yuswar Sukin, S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Panitera  Pengganti 

 

PERIODE  April 2016 s.d. Desember 2016 

NO KODE 
MAJELIS 

NAMA MAJELIS  HAKIM DAN  
PANITERA PENGGANTI 

KETERANGAN 

1 2 3 4 

1. A. 
C-4 

C-12 
D-1 
D-2 
D-3 
D-4 

D-12 

1. Dr. H. Khalilurrahman 

2. Drs. H. Lutfi, S.H., M.H. 
3. Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum. 
4. Drs. H. Bahrin Lubis, S.H., M.H. 
5. H. Sajadi, S.H., M.H. 
6. Fahruddin, S.H. 
7. Drs. H. Ujang Mukhlis, S.H., M.H. 
8. Endang Purwihartati, S.H., M.H. 

Sebagai  Ketua Majelis 

Sebagai  Hakim Anggota 
Sebagai  Hakim Anggota 
Panitera  Pengganti 
Panitera  Pengganti 
Panitera  Pengganti 
Panitera  Pengganti 
Panitera  Pengganti 

2. B. 
C-1 
C-2 
D-5 

1. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. 

2. Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum. 
3. Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.H. 
4. Ratu Dhiyafah, S.H. 

Sebagai  Ketua  Majelis 

Sebagai  Hakim Anggota 
Sebagai  Hakim Anggota 
Panitera  Pengganti 

3. C-1 
C-2 
C-3 
D-6 

1. Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum. 

2. Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.H. 
1. Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H. 
3. Sri Purwaning Rahayu, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Panitera Pengganti 

4. C-2 
C-3 
C-4 
D-7 

2. Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.H. 

3. Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H. 
4. Drs. H. Lutfi, S.H., M.H. 
5. Akhmad Sahid, S.H 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Panitera Pengganti 

5. C-3 
C-4 
C-5 
D-8 

1. Drs. Muhammad Basri Nasution, SH., MH. 

2. Drs. H. Lutfi, S.H., M.H. 
3. Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I. 
4. Nastiti Dewi, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Panitera Pengganti 

6. C4 
C-5 
C-6 
D-9 

1. Drs. H. Lutfi, S.H., M.H. 

2. Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I. 
3. Drs. Darisman 
4. Mahrum, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Panitera Pengganti 

7. C-5 
C-6 
C-7 

D-10 

1. Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I. 

1. Drs. Darisman 
2. Drs. H. M. Nadjmi, S.H., M.Hum. 
3. Abdullah, S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Panitera Pengganti 
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8. C6 
C-7 
C-8 

D-11 

6. Drs. Darisman 

7. Drs. H. M. Nadjmi, S.H., M.Hum. 
8. Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., 

M.H. 
9. M. Khotib. S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Panitera Pengganti 

9. C-7 
C-8 
C-9 

D-12 

5. Drs. H. M. Nadjmi, S.H., M.Hum. 

6. Drs. H. Panusunan Pulungan, SH., MH.  
7. Drs. H. Jamilus, S.H., M.H. 
8. Endang Purwihartati, S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Panitera Pengganti 

10. C-8 
C-9 

C-10 
D-13 

1. Drs. H. Panusunan Pulungan, SH.,MH. 

2. Drs. H. Jamilus, S.H., M.H. 
3. Dr. H. Komari, S.H., M.Hum. 
4. Aday, S.Ag., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Panitera Pengganti 

11 C-9 
C-10 
C-11 
D-14 

1. Drs. H. Jamilus, S.H., M.H. 

2. Dr. H. Komari, S.H., M.Hum. 
3. Drs. H. Uce  Supriadi, M.H. 
4. Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Panitera Pengganti 

12 C-10 
C-11 
C-12 
D-15 

1. Dr. H. Komari, S.H., M.Hum. 

2. Drs. H. Uce  Supriadi, M.H. 
3. Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum. 
4. Moh. Yuswar Sukin, S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Panitera Pengganti 

13 C-11 
C-12 
C-13 
D-16 

1. Drs. H. Uce  Supriadi, M.H. 

2. Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum. 
3. Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H. 
4. Dra. Hj. Aminah 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Panitera Pengganti 

14 C-12 
C-13 
C-14 
D-17 

1. Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum. 

2. Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H. 
3. Drs. H. Abd. Rozak Bachtiar HR., S.H., M.H. 
4. Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Panitera Pengganti 

15 C-13 
C-14 
C-15 
D-18 

1. Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H. 

5. Drs. H. Abd. Rozak Bachtiar HR., S.H., M.H. 
2. Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. 
3. Hj. Munyati Saleh 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Panitera Pengganti 

16 C-14 
C-15 
C-16 
D-7 

1. Drs. H. Abd. Rozak Bachtiar HR., S.H., 
M.H. 

2. Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. 
3. Drs. H. Busra, S.H., M.H. 
4. Akhmad Sahid, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Panitera Pengganti 

17 C-15 
C-16 
C-17 
D-9 

1. Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. 

2. Drs. H. Busra, S.H., M.H. 
3. Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H. 
4. Mahrum, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Panitera Pengganti 

18 C-16 
C-17 
C-18 
D-10 

1. Drs. H. Busra, S.H., M.H. 

2. Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H. 
3. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. 
4. Abdullah, S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Panitera Pengganti 
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19 C-17 
C-16 
C-18 
D-14 

1. Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H. 

2. Drs. H. Busra, S.H., M.H. 
3. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. 
4. Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 
Sebagai Hakim Anggota 
Panitera Pengganti 

 

PERIODE  : September 2016 s.d. Desember 2016 
 

NO. KODE 

MAJELIS 

NAMA MAJELIS HAKIM DAN 

PENITERA PENGGANTI 

KETERANGAN 

1. 2. 3. 4. 

 A 

C.4. 

C.12. 

D.1. 

D.2. 

D.3. 

D.4. 

D.12. 

D.16. 

Dr. H. Khalilurrahman 

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H. 

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.H. 

Drs. H. Bahrin Lubis, S.H., M.H.  

H. Sajadi, S.H., M.H. 

Fahrudin, S.H. 

Drs. H. Ujang Mukhlis, S.H., M.H. 

Endang Purwihartati, S.H., M.H. 

Dra. Hj. Aminah 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Panitera 

Panitera Pengganti 

Panitera Pengganti 

Panitera Pengganti 

Panitera Pengganti 

Panitera Pengganti 

 C.1. 

C.2. 

C.3. 

D.5. 

Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum. 

Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., 

M.Hum. 

Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., 

M.H. 

Ratu Dhiyafah, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.2. 

C.3. 

C.4. 

D.6. 

Drs.H.Ibrahim Kardi,S.H.,M.Hum. 

Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., 

M.H. 

Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A. 

Hj. Sri Purwaning Rahayu, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.3. 

C.4 

C.5 

D.7. 

Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H. 

Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A. 

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H. 

Akhmad Sahid, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.4. 

C.5. 

C.6 

D.8. 

Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A. 

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H. 

Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H. 

Hj. Nastiti Dewi, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.5. 

C.6. 

C.7. 

D.9. 

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H. 

Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H. 

Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I. 

Mahrum, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.6. 

C.7. 

C.8. 

D.10. 

Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H. 

Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I. 

Drs. Darisman. 

Abdullah, S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.7. 

C.8. 

C.9. 

D.11. 

Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I. 

Drs. Darisman. 

Drs. H.M. Nadjmi, S.H., M.Hum. 

M. Khotib, S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 
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 C.8. 

C.9. 

C.10. 

D.12 

Drs. Darisman. 

Drs. H.M. Nadjmi, S.H., M.Hum. 

Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., 

M.H. 

Endang Purwihartati, S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.9. 

C.10 

C.11. 

D.13. 

Drs. H. M. Nadjmi, S.H., M.Hum. 

Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., 

M.H. 

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H. 

Aday, S.Ag., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.10. 

C.11. 

C.12. 

D.14 

Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H. 

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H. 

Drs. H. Jamilus, S.H., M.H. 

Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.11. 

C.12. 

C.13. 

D.15. 

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H. 

Drs. H. Jamilus, S.H., M.H. 

Dr. H.  Komari, S.H., M.H. 

Moh. Yuswar Sukin, S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.12. 

C.13. 

C.14. 

D.17 

Drs. H. Jamilus, S.H., M.H. 

Dr. H. Komari, S.H., M.H. 

Drs. H. Uce Supriadi, M.H. 

Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.13. 

C.14. 

C.15. 

D.18 

Dr. H. Komari, S.H., M.H. 

Drs. H. Uce Supriadi, M.H. 

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., 

M.Hum. 

Hj. Munyati Saleh 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.14. 

C.15. 

C.16. 

D.19 

Drs .H. Uce Supriadi, M.H. 

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.H. 

Dr. H.A. Choiri, S.H., M.H. 

Akhmad Fauzy, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.15. 

C.16. 

C.17. 

D.5. 

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.H. 

Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H. 

Drs. Asril Lusa, S.H., M.H. 

Ratu Dhiyafah, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.16. 

C.17. 

C.18. 

D.6. 

Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H. 

Drs. Asril Lusa, S.H., M.H. 

Drs. H. Abd. Rozak Bachtiar HR, S.H., 

M.H. 

Hj. Sri Purwaning Rahayu, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.17. 

C.18. 

C.19 

D.9. 

Drs. Asril Lusa, S.H., M.H. 

Drs. H. Abd. Rozak Bachtiar HR, S.H., 

M.H. 

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H. 

Mahrum, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.18. 

C.19. 

C.20. 

D.13. 

Drs. H. Abd. Rozak Bachtiar HR, S.H., M.H. 

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H. 

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. 

Aday, S.Ag., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.19. 

C.20. 

C.21. 

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H. 

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. 

Drs. H. Busra, S.H., M.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 
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D.14. Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H. Panitera Pengganti 

 C.20. 

C.21. 

C.22. 

D.17. 

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. 

Drs. H. Busra, S.H., M.H. 

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H. 

Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.21. 

C.22. 

C.23. 

D.18. 

Drs. H. Busra, S.H., M.H. 

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H. 

Drs. H. Faisol, S.H., M.H. 

Hj. Munyati Saleh 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 

 C.22. 

C.21. 

C.23. 

D.19. 

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H. 

Drs. H. Busra, S.H., M.H. 

Drs. H. Faisol, S.H., M.H. 

Akhmad Fauzy, S.H. 

Sebagai Ketua Majelis 

Sebagai Hakim Anggota 

Sebagai Hakim Anggota 

Panitera Pengganti 
 

b. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Agama se-DKI Jakarta 

Laporan perkara dari Pengadilan Agama se-DKI Jakarta pada tahun 

2016 yang dilaporkan setiap bulan sebagai berikut:  

NO Uraian Jumlah Keterangan 

1 2 3 4 

 Sisa perkara tahun 2015 3.614 perkara  

 Perkara yang diterima tahun 2016 17.440 perkara  

 Jumlah seluruhnya 21.054 perkara  

 Perkara yang dicabut sebanyak 1.777 perkara  

 Perkara yang diputus dalam tahun 2016 
sebanyak  

15.341 perkara  

 Dengan rincian sebagai berikut:   

 Izin Poligami  15 perkara  

 Pencegahan Perkawinan  1 perkara  

 Penunjukan orang lain sebagai wali 1 perkara  

 Pembatalan perkawinan 5 perkara  

 Cerai talak 3081 perkara  

 Cerai gugat 8293 perkara  

 Harta bersama 41 perkara  

 Penguasaan anak/hadanah 47 perkara  

 Nafkah anak oleh ibu 1 perkara  

 Pengesahan anak/Pengangkatan anak 1 perkara  

 Perwalian 91 perkara  

 Asal usul anak 34 perkara  

 Isbat nikah 1233 perkara  

 Dispensasi kawin 103 perkara  

 Wali adhal 21 perkara  

 Ekonomi syariah 2 perkara  

 Kewarisan 44 perkara  

 Hibah 3 perkara  

 Wakaf 1 perkara  

 Penetapan ahli waris 393 perkara  

 Lain-lain 71 perkara  
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 Ditolak 137 perkara  

 Tidak diterima 948 perkara   

 Gugur 517 perkara   

 Dicoret dari register 257 perkara  

 J u m l a h 15.341 perkara  

Dengan demikian prosentase penyelesaian perkara di Pengadilan 

Agama se-DKI Jakarta tahun 2016 sejumlah 73 % (tujuh puluh tiga persen) 

dan sisa akhir tahun 2016 sebanyak 23 % (dua puluh tiga persen) dari 

jumlah 21.054 perkara. 

 

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis 

Kurang optimalnya penyelesaian perkara disebabkan oleh 

kompleksitasnya jenis perkara dan mobilitas yang tinggi tgerhadap promosi 

dan mutasi hakim tingkat pertama sehingga proses pemanggilan dan PBT 

dengan tabayun para pihak atau salah satu pihak berada di luar yurisdiksi 

Pengadilan Agama dimaksud.  

Perkara dari Pengadilan Agama se-DKI Jakarta yang diterima pada 

tahun 2015 sebanyak 15960perkara dengan jumlah hakim sebanyak67 

orangdan terdiri atas 65 majelis.Dengan demikian rata-rata tiap majelis 

hakim Pengadilan Agama se-DKI Jakarta menyelesaikan sebanyak 240 

perkara. Adapun jumlah majelis hakim pada masing-masing Pengadilan 

Agama se-DKI Jakarta adalah sebagai berikut : 

NO PENGADILAN AGAMA JUMLAH 

HAKIM 

JUMLAH 

MAJELIS 

KET 

73% 

27% 

0% 0% 

Diputus Sisa
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1 2 3 4 5 

 Pengadilan Agama Jakarta Pusat 7 8  

 Pengadilan Agama Jakarta Barat 10 10  

 Pengadilan Agama Jakarta Timur 17 17  

 Pengadilan Agama Jakarta Selatan 16 16  

 Pengadilan Agama Jakarta Utara 9 9  

 J u m l a h 59 60  

 

Laporan mediasi pada Pengadilan Agama se-DKI Jakarta tahun 20165 dapat dilihat 

melalui grafik dibawah ini: 

 

Grafik 6 : Mediasi di Pengadilan Agama se-DKI Jakarta 

Tingkat keberhasilan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama seDKI 

Jakarta sangat minim sekali dengan melihat grafik mediasi diatas, apabila diambil 

prosentase keseluruhan tingkat kegagalan proses mediasi pada PengadilanAgama 

se-DKI Jakarta selama tahun 2016 sebesar 70,31%, prosentase tingkat 

keberhasilannya hanya 12,41%, tidak layak sebesar 8,51% dan mediasi masih 

dalam proses sebesar 8,77% dari total semua jumlah perkara yang dimediasi pada 

Pengadilan Agama se-DKI Jakarta sebanyak 3.432 perkara. 
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C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

 
Dalam  rangka  mewujudkan  visi  dan  misi  dengan  keterbatasan 

anggaran, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  terus  mengembangkan  

dan memenuhi berbagai sarana prasarana  meliputi  sarana fisik gedung  

pengadilan,  penyediaan  sarana  pendukung  bagi proses kerja yang lebih 

baik seperti fasilitas teknologi informasi komputer/laptop,  jaringan  

komunikasi,  printer, dan cpu serta penyesuaian proses  kerja  untuk  

mendukung  operasional  dan  berbagai fasilitas  teknologi  informasi  

lainnya. 

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-

wilayah DKI Jakarta telah melakukan pengelolaan dan peningkatan 

pelayanan di bidang ketersediaan sarana dan prasarana yang merupakan 

syarat mutlak untuk melaksanakan kegiatan.  Oleh  karena  itu,  dalam  

penyusunan angggaran  juga  dialokasikan  dana  untuk  membangun  

sarana dan  prasarana  yang  dibutuhkan  guna  memenuhi  standar 

kebutuhan  pelayanan  masyarakat  khususnya  para  pencari keadilan  

seperti  perluasan gedung kantor, pengadaan  teknologi informasi, dan lain 

sebagainya. 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Agama DKI 

Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta Peningkatan sarana dan 

prasarana pengadilan terus dilakukan sepanjang tahun 2016, meliputi : 

a. Gedung Kantor  

Gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang beralamat 

di Jalan Radin Inten II No.3 Duren Sawit Jakarta Timur yang ditempati 

sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini merupakan gedung kantor 

milik Pemprov DKI Jakarta dengan status pinjam pakai 

penggunaan/pemanfaatan gedung kantor dengan SK Gubernur tentang 

perpanjangan pinjam pakai Nomor: 952 Tahun 2014 tanggal 2 Juni 

2014, dengan masa pinjam pakai selama 2 tahun dan perjanjian ini 

dapat diperpanjang sebanyak 2 kali apabila gedung milik Pemprov DKI 

Jakarta tersebut belum digunakan oleh Pemprov. DKI Jakarta.  

Sehubungan dengan berakhirnya masa pinjam pakai gedung 

kantor PTA Jakarta pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 



 

 44 

telah mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai gedung PTA 

Jakarta sesuai Surat nomor: W9-A/1432/PL.01.7/2016 tanggal 28 Juli 

2016 perihal Permohonan Perpanjangan Pemanfaaatan Barang milik 

Daerah berupa Tanah dan Gedung PTA Jakarta, dan telah 

ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta dengan Rapat Koordinasi 

tentang perpanjangan pinjam pakai tersebut, akan tetapi sampai saat ini 

SK perpanjangan pinjam pakai gedung kantor masih dalam proses. 

Berdasarkan  alokasi  anggaran  tahun  2016,  Pengadilan Tinggi 

Agama DKI Jakarta melakukan lanjutan pembangunan 1 (satu) gedung 

kantor yaitu perluasan pembangunan kantor Pengadilan Agama Jakarta 

Timur. Adapun Gedung kantor di wilayah PTA Jakarta sebagaimana  

tabel  berikut: 

 

NO Satuan Kerja 

Prototype 

Gedung Kantor 

2015 2016 

1 Pengadilan Tinggi Agama DKI 

Jakarta 

 

Belum 
Masih pinjam pakai milik 
PEMDA DKI 
SK Gubernur tentang 
perpanjangan pinjam pakai 
Nomor: 952 Tahun 2014 
tanggal 2 Juni 2014. 
SK BPKD tentang 
perpanjangan gedung 
kantor Nomor 022-1 
tertanggal 29 Agustus  
2014 

Belum 
PTA Jakarta  telah 
mengajukan 
permohonan 
perpanjangan pinjam 
pakai Gedung kantor 
kepada Pemprov. DKI 
Jakarta sesuai surat 
nomor: W9-A/1432/ 
PL.01.7/2016 tanggal  
28 Juli 2016. 

2 Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan 

 

Sesuai Sesuai 

3 Pengadilan Agama Jakarta 

Pusat 

Sesuai Sesuai 
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4 Pengadilan Agama Jakarta 

Utara 

 

Sesuai Sesuai 

5 Pengadilan Agama Jakarta Barat 

 

Sesuai Sesuai 

 

6 Pengadilan Agama Jakarta 

Timur 

 

Belum 
Tahap I perluasan 

Belum 
Tahap II perluasan 

b. Kendaraan Operasional 

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se 

DKI Jakarta dalam melaksanakan tupoksinya didukung oleh sarana 

kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua). Secara umum ketersediaan 

kendaraan roada 4 (empat) dan 2 (dua) masih memerlukan peningkatan 

baik kuantitas maupun kualitasnya /peremajaan usia kendaraan. Profil 

kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) di Pengadilan Tinggi Agama DKI 

Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta, sebagai berikut :  

SATUAN KERJA JENIS KENDARAAN JUMLAH KONDISI 



 

 46 

Pengadilan 
Tinggi Agama  
Jakarta 
  

Sedan  4 Unit Baik 

Mini Bus ( Penumpang 14 Orang 
Kebawah 

4 Unit Baik 

1 Unit Rusak Berat 

Sepeda Motor 
9 Unit Baik 

1 Unit Rusak Brat 

    

Pengadilan 

Agama 

Jakarta 

Selatan  

Sedan  2 Unit Baik 

Minibus (Penumpang 14 orang 
kebawah)  

3 Unit Baik 

Sepeda Motor  12 Unit Baik 

  
 

 
 

 Pengadilan 
Agama 
Jakarta Barat 
  
  

Sedan   2 Unit Baik 

Minibus (Penumpang 14 orang 
kebawah 

3 Unit Baik 

Sepeda Motor  
 

4 Unit Baik 

1 Unit Rusak Ringan 

  
 

 

 Pengadilan 

Agama 

Jakarta Utara 

  

Sedan  2 Unit Baik 

Minibus (Penumpang 14 orang 
kebawah)  

3 Unit  Baik 

Sepeda Motor 

 

6 Unit  Baik 

2 Unit Rusak Ringan 

1 Unit Rusak Berat 

  
 

 

  
 Pengadilan 
Agama Jakarta 
Timur 
  
 

Sedan  2 Unit Baik 

Minibus (Penumpang 14 orang 
kebawah)  

4 Unit Baik 

Sepeda Motor 
 

5 Unit Baik 

1 Unit Hilang 

  
 

 

  
 Pengadilan 
Agama Jakarta 
Pusat 
  

Sedan  3 Unit Baik 

Minibus (Penumpang 14 orang 
kebawah)  

3 Unit Baik 

Sepeda Motor 9 Unit Baik 

 

c. Aset Tanah Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

Barang  Milik  Negara  (BMN)  adalah  semua  barang  yang dibeli  

atau diperoleh  atas  beban  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  

Negara  (APBN)  atau perolehan  lainnya  yang sah.  Dalam  rangka  

pengelolaan  barang  milik  negara  agar dapat  berdaya  guna  dan  

berhasil  guna,  wajib  dilakukan pemeliharaan  dan  pengamanan  agar  



 

 47 

dapat  dimanfaatkan seoptimal  mungkin. Pengadilan Tinggi Agama DKI 

Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta telah melakukan 

rekapitulasi asset BMN berupa tanah gedung kantor sesuai surat Kepala 

Bagian  Kekayaan Negara tanggal 28 September 2015 Badan Urusan 

Administrasi Mahkamah Agung RI. Adapun asset tanah yang 

kepemilikannya masih masih punya Pemprov. DKI Jakarta  adalah 

sebagai berikut;  

NO Satuan Kerja 

Rekapitulasi Aset Tanah Gedung 

Kantor pinjam pakai 

 Nomor Surat Bukti Pemilik 

1 Pengadilan Tinggi Agama DKI 

Jakarta 

SK Gubernur Nomor: 
843/073.541 

Pemprov. DKI 
Jakarta 
Luas 3021 m

2  

Kantor PTA Jakarta        
JL. Radin Inten II 
No.3 Duren sawit 
Jakarta Timur 

2 Pengadilan Agama Jakarta Selatan - - 

3 Pengadilan Agama Jakarta Pusat - - 

4 Pengadilan Agama Jakarta Utara Hak Pakai No. 175 Pemprov. DKI 
Jakarta 
Luas 500 m

2 

JL. Plumpang 
Semper No.3 
(Gedung lama) 

5 Pengadilan Agama Jakarta Barat BAST 145 Tahun 1998 Pemprov. DKI 
Jakarta 
Luas 1.970 m

2  

(Gedung lama) 

6 Pengadilan Agama Jakarta Timur - - 

 

d. Sarana dan prasarana lainnya 

Sehubungan dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terjadi penambahan 

jumlah pejabat struktural pada PTA Jakarta, yang berarti ketersediaan 

sarana untuk ruangan juga bertambah yaitu dengan dibuatnya ruang 

baru untuk Sekretaris PTA Jakarta, dan Kepala Bagian di lantai 3 serta 

ruang sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga di lantai 4 untuk 

menunjang tugas dan fungsi dan kelancaran kerja. 
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Adapun sarana dan prasarana lain yang telah ada di Pengadilan 

Agama Se-DKI Jakarta sebagai penunjang peningkatan pelayanan prima 

kepada masyarakat pencari keadilan adalah sebagai berikut: 

1. Fasilitas untuk penyadang disabilitas 

Disediakan jalan khusus, kursi roda dan toilet khusus bagi pihak 

berperkara penyandang disabilitas 

2. Bank 

Melayani pembayaran biaya panjar biaya dan tempat transaksi bagi 

masyarakat umum 

3. ATM 

Sarana untuk mempermudah masyarakat pihak berperkara untuk 

menyetor biaya proses perkara dan untuk penarikan uang   

4. Agen Pos Indonesia 

Tempat untuk nazegelen (pemateraian) alat bukti, pembelian benda 

benda pos, jasa pengiriman paket/dokumen, wesel dan kegiatan pos 

lainnya. 

5. Ruang Bermain Anak 

Disediakan ruang bermain bagi anak-anak pihak berperkara mereka 

dapat dititipkan sementara orang tua mereka menghadiri sidang.  

6. Ruang Menyusui 

Disediakan ruang untuk menyusui untuk para pihak berperkara/para 

ibu yang memiliki anak yang masih menyusui sehingga dapat 

menyusui dengan nyaman. 

7. Mesjid/Mushola 

Disediakan ruang untuk beribadah bagi karyawan dan masyarakat. 
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D. PENGELOLAAN KEUANGAN 

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BELAN 

1 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 25.861.028.000         1.644.431.000         149.000.000           27.654.459.000        

2 400616 PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 6.126.142.000           896.748.000            208.500.000           7.231.390.000          

3 400622 PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA 6.938.834.000           932.204.000            210.000.000           8.081.038.000          

4 400631 PENGADILAN AGAMA JAKARTA  BARAT 8.408.301.000           1.004.082.000         210.000.000           9.622.383.000          

5 400647 PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR 10.073.499.000         1.080.932.000         5.935.000.000       17.089.431.000        

6 400653 PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN 10.127.991.000         1.449.030.000         403.000.000           11.980.021.000        

67.535.795.000         7.007.427.000        7.115.500.000       81.658.722.000        TOTAL

PAGU ANGGARAN DIPA TAHUN 2016

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO
KODE 

SATKER
NAMA SATKER BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL TOTAL PAGU

 

Jumlah Anggaran DIPA 2016 untuk Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya sebesar Rp. 

81.658.722.000,- (Delapan puluh satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta 

tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah). 

Alokasi anggaran tahun 2016 tersebut terdiri dari:  

a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 67.535.795.000,- (Enam puluh tujuh milyar lima ratus 

tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). 

b. Belanja Barang sebesar Rp. 7.007.427.000,- (Tujuh milyar tujuh juta empat ratus 

dua puluh tujuh ribu rupiah).  

c. Belanja Modal sebesar Rp. 7.115.500.000,- (Tujuh milyar seratus lima belas juta 

lima ratus ribu rupiah).  

PAGU REALISASI (%) SISA ANGGARAN (%)

1 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 25.861.028.000         25.551.134.090      98,80% 309.893.910              1,21%

2 400616 PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 6.126.142.000           6.119.377.426         99,89% 6.764.574                  0,11%

3 400622 PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA 6.938.834.000           6.850.638.051         98,73% 88.195.949                1,29%

4 400631 PENGADILAN AGAMA JAKARTA  BARAT 8.408.301.000           8.144.436.054         96,86% 263.864.946              3,24%

5 400647 PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR 10.073.499.000         10.053.506.382      99,80% 19.992.618                0,20%

6 400653 PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN 10.127.991.000         10.027.601.477      99,01% 100.389.523              1,00%

67.535.795.000         66.746.693.480      98,83% 789.101.520              1,17%TOTAL

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO
KODE 

SATKER
NAMA SATKER

BELANJA PEGAWAI

REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2016
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Uraian secara rinci tentang Realiasi Belanja Pegawai di Lingkungan PTA 

Jakarta Tahun 2016  adalah sebagai berikut : 

-    PAGU DIPA 

Belanja pegawai pada tahun anggaran 2016 Rp. 67.535.795.000,- (Enam 

puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan 

puluh lima ribu rupiah). 

-    REALISASI 

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2016 sebesar Rp 

66.746.693.480,- (Enam puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh enam 

juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh 

rupiah ) atau sebesar 98,83 % dari belanja pegawai. 

-    SISA ANGGARAN. 

Sisa anggaran untuk belanja pegawai tahun 2016 sebesar Rp. 789.101.520,- 

( Tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta seratus satu ribu lima ratus dua puluh 

rupiah ) atau 1,17 % dari belanja pegawai. 

PAGU REALISASI (%) SISA ANGGARAN (%)

1 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 1.644.431.000           1.642.990.502         99,91% 1.440.498                 0,09%

2 400616 PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 896.748.000               891.388.716            99,40% 5.359.284                 0,60%

3 400622 PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA 932.204.000               932.201.175            100,00% 2.825                         0,00%

4 400631 PENGADILAN AGAMA JAKARTA  BARAT 1.004.082.000           969.423.281            96,55% 34.658.719              3,58%

5 400647 PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR 1.080.932.000           1.060.547.547         98,11% 20.384.453              1,92%

6 400653 PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN 1.449.030.000           1.442.967.633         99,58% 6.062.367                 0,42%

7.007.427.000           6.939.518.854        99,03% 67.908.146              0,97%

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO
KODE 

SATKER
NAMA SATKER

BELANJA BARANG

TOTAL

REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2016

 

Uraian secara rinci tentang Realiasi Belanja Barang di Lingkungan PTA 

Jakarta Tahun 2016  adalah sebagai berikut : 

-    PAGU DIPA 

Belanja barang pada tahun anggaran 2016 sebesar 7.007.427.000,- 

(Tujuh milyar tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).  

-    REALISASI 

Realisasi belanja barang tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 

6.939.518.854,- (Enam milyar sembilan ratus tiga sembilan juta lima ratus 
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delapan belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah). atau sebesar  

99,03 % dari total belanja barang. 

-    SISA ANGGARAN  

Sisa anggaran belanja barang tahun 2016 sebesar Rp. 67.908.146,- 

(Enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu seratus empat puluh 

enam rupiah) atau sebesar  0,97% dari total belanja barang. 

2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Ri 

PAGU REALISASI (%) SISA ANGGARAN (%)

1 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 149.000.000               148.577.000            99,72% 423.000                      0,00%

2 400616 PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 208.500.000               207.160.500            0,00% 1.339.500                  0,00%

3 400622 PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA 210.000.000               209.789.800            0,00% 210.200                      0,00%

4 400631 PENGADILAN AGAMA JAKARTA  BARAT 210.000.000               208.945.000            99,50% 1.055.000                  0,50%

5 400647 PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR 5.935.000.000           5.769.360.500         97,21% 165.639.500              0,00%

6 400653 PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN 403.000.000               399.148.750            99,04% 3.851.250                  0,00%

7.115.500.000           6.942.981.550        97,58% 172.518.450              2,42%

KODE 

SATKER
NAMA SATKER

BELANJA MODAL

TOTAL

REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2016

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO

 

Jumlah anggaran DIPA Tahun 2016 di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta Program sarana dan prasarana sebesar Rp. 7.115.500.000,- (Tujuh milyar 

seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).  

Uraian secara rinci tentang Realiasi Belanja Modal di Lingkungan PTA 

Jakarta Tahun 2016  adalah sebagai berikut : 

-    PAGU DIPA 

Belanja Modal pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 7.115.500.000,- 

(Tujuh milyar seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).  

-    REALISASI 

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2016 sebesar  Rp. 

6.942.981.550,- (Enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta 

sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau 

sebesar 97,58 % dari total belanja modal. 

-    SISA ANGGARAN  
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Sisa anggaran belanja modal tahun 2016 sebesar Rp. 172.518.450,- 

(Seratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus 

lima puluh )  atau sebesar  2,42 % dari total belanja modal. 

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan 
 

PAGU REALISASI (%)
SISA 

ANGGARAN
(%)

1 401113 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 37.500.000          37.300.000           99,47 200.000        0,53

2 400616 Pengadilan Agama Jakarta Pusat 170.490.000        170.488.000         100,00 2.000             0,00

3 400623 Pengadilan Agama Jakarta Utara 323.320.000        323.258.000         99,98 62.000          0,02

4 400632 Pengadilan Agama Jakarta Barat 206.520.000        205.870.000         99,69 650.000        0,31

5 400648 Pengadilan Agama Jakarta Timur 235.640.000        235.524.000         99,95 116.000        0,05

6 400654 Pengadilan Agama Jakarta Selatan 208.600.000        208.600.000         100,00   - 0,00

0,09

REALISASI ANGGARAN DIPA TAHUN 2016

DIPA 04 BADILAG

NO
KODE 

SATKER
SATKER

BELANJA BARANG

JUMLAH 1.182.070.000    1.181.040.000     99,91 1.030.000     
 

Untuk DIPA 04 (Badilag) tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

dan Pengadilan Agama Se-DKI Jakarta Program peningkatan manajemen 

peradilan mendapatkan total pagu anggaran sebesar  Rp. 1.182.070.000,- 

(satu milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dengan 

realisasi anggaran sebesar  Rp. 1.181.040.000,- (Satu milyar seratus 

delapan puluh satu juta empat pulu ribu rupiah) atau sebesar 99,91 % dari 

pagu anggaran. 

E.  DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI  

Teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kinerja 

organisasi, terutama dalam peningkatan seluruh aspek bidang / sub bagian, 

seperti bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Dukungan teknologi 

tersebut terbagi dalam dua bagian yaitu hardware dan software.  

 

1. Perangkat Keras (hardware) 

No Nama Satuan Kerja Jenis Barang Jumlah 

 

Keterangan 

 

  Laptop 4 unit Baik 
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1. PTA Jakarta 10 Unit Rusak Berat 

Personal 

Computer 

54 Unit Baik 

7 Unit Rusak Berat 

Printer 
21 unit Baik 

6 Unit Rusak 

Server 
2 unit Baik 

3 Unit Rusak 

Touchscreen 1 unit Baik 

TV/LED 
8 unit Baik 

2 Unit Rusak 

Scanner 
1 unit Baik 

1 Unit Rusak 

Proyektor 2 unit Baik 

Kamera 
1 unit Baik 

2 Unit Rusak 

Mesin Fotocopy 
1 unit Baik 

1 Unit Rusak 

 

 

 

2 

 

 

PA Jakarta Pusat 

Laptop 11 unit Baik 

Personal 

Computer 

33 unit Baik 

13 Unit Rusak 

Printer 
26 unit Baik 

13 Unit Rusak 

Server 
3 unit Baik 

2 Unit Rusak 

Touchscreen 2 unit Baik 

TV/LED 
6 unit Baik 

2 Unit Rusak 

Scanner 4 unit Baik 

Proyektor 2 unit Baik 

Kamera 2 unit Baik 

CCTV 
22 unit Baik 

4 Unit Rusak 

Mesin Fotocopy 1 unit Baik 

 

 

3. 

 

PA Jakarta Barat 

Laptop 17 unit Baik 

Personal 

Computer 

44 unit Baik 

19 Unit Rusak 

Printer  
43 unit Baik 

14 Unit Rusak 

Server 4 unit Baik 

Touchscreen 1 unit Baik 



 

 54 

TV/LED 4 unit Baik 

Scanner 4 unit Baik 

Proyektor 1 unit Baik 

Kamera 2 unit Baik 

Mesin Fotocopy 1 unit Baik 

 

 

4. 

 

PA Jakarta Timur 

Laptop 10 unit Baik 

Personal 

Computer 

51 unit 
Baik 

Printer  33 unit Baik 

Server 4 unit Baik 

Touchscreen 1 unit Baik 

TV/LED 5 unit Baik 

Scanner 3 unit Baik 

Proyektor 1 unit Baik 

Kamera 2 unit Baik 

CCTV 4 unit Baik 

Mesin Fotocopy 1 unit Baik 

 

 

5. 

 

PA Jakarta Selatan 

 
Laptop 

  16 unit Baik 

4 Unit Rusak 

Personal 
Computer 

70 unit Baik 

11 Unit Rusak 

Printer  
50 unit Baik 

16 Unit Rusak 

Server 3 unit Baik 

Touchscreen 3 unit Baik 

TV 14 unit Baik 

Scanner 
8 unit Baik 

2 Unit Rusak 

Proyektor 1 unit Baik 

Kamera 1 unit Baik 

CCTV 4 unit Baik 

Mesin Fotocopy 1 unit Baik 
 

 

6. 

 

PA Jakarta Utara 

 

Laptop 

11 unit Baik 

4 Unit Rusak 

Personal 

Computer 

48 unit Baik 

21 Unit Rusak 

Printer  
30 unit Baik 

18 Unit Rusak 

Server 
3 unit Baik 

1 Unit Rusak 
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Touchscreen 1 unit Rusak 

Scanner 4 unit Baik 

Proyektor 1 unit Baik 

Kamera 1 unit Baik 

CCTV 4 unit Baik 

Mesin Fotocopy 1 unit Rusak 

 

2. Perangkat Lunak (software) 

Berikut ini merupakan aplikasi pendukung yang masih digunakan 

sebagai penunjang pekerjaan : 

1. Bagian Kepaniteraan  

a. KOMDANAS untuk PNBP setiap bulannya 

b. SIADPTA Plus,  

c. SIPP Banding, 

d. SIWAS  

e. Informasi Keadaan Perkara 

2. Bagian Kesekretariatan 

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi : 

- SIKEP, Sistem Informasi Kepegawaian (Mahkamah Agung RI) 

- ABS, Aplikasi Back up SIKEP (BADILAG) 

- SAPK (BKN) 

- SATYA LENCANA (Mahkamah Agung RI) 

- SIMARI (Mahkamah Agung RI) 

- Website PTA Jakarta  

b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan : 

- SAS (Kemenkeu) 

- SILABI (Kemenkeu) 

- SAIBA (Kemenkeu) 

- SAIBA-W (Kemenkeu) 

- KOMDANAS (Mahkamah Agung RI) 

- SIMARI (Mahkamah Agung RI) 

- MONEV BAPENAS (BAPENAS) 

- Anggaran Monev (KEMENKEU) 

- Konfirmasi Pajak (KEMENKEU) 

- Setoran Pajak MPN 62 (KEMENKEU) 
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- GPP/Gaji (KEMENKEU) 

- PIN PPSPM (KEMENKEU) 

c. Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran 

- RKAKL/DIPA (KEMENKEU) 

d. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

- SIMAK BMN (KEMENKEU) 

- SIMAK BMN-W (KEMENKEU) 

- SIMAN (KEMENKEU) 

- Perpustakaan (ANRI) 

- SIRUP (LKPP) 

- Web Pengadaan (LKPP) 

 

F. REGULASI TAHUN 2016  

 

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian 

komitmen Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam rangka Reformasi 

Birokrasi serta untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi 

yang efektif dan efisien yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan. Dibutuhkan manajemen pelayanan informasi 

khususnya perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar dapat 

memberikan kemudahan kepada pencari keadilan mendapatkan informasi 

atau memantau perkaranya yang diajukan banding baik secara elektronik 

maupun melalui meja informasi. 

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat 

diwujudkan dengan membangun sistem manajemen peradilan yang 

berbasiskan azas sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, akuntabel 

dan berkelanjutan. 

Untuk mewujudkan sistem manajemen tersebut Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 

secara konsisten dan berkelanjutan. Penerapan manajemen mutu ISO 

9001:2015 ini diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi Pengadilan 

Agama dan masyarakat pencari keadilan di wilayah DKI Jakarta. Sertifikasi 

ISO diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 22 Juni 

2016 dengan sertifikat Nomor : 1600F16071 dari TUV NORT untuk 
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Pelayanan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

Beserta Proses Pendukungnya. 

Pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menerapkan 

sistem yang dapat memberikan informasi penyelesaian perkara tingkat 

banding kepada para pihak, sehingga para pihak dapat mengetahui 

perkembangan perkara yang dimohonkan banding secara online. Sistem 

“Informasi Keadaan Perkara” ini dapat diakses di website pta-jakarta.go.id. 

Sistem tersebut diatur melalui keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta dengan Nomor W9-A/1983/HK.05/10/2016 tentang Manajemen 

Pelayanan Informasi Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 

Dalam kebijakan ini telah diterbitkan juga Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2234/HK.05/12/2016 

tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Input Data Proses 

Penyelesaian Perkara ke Aplikasi pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, 

dengan terbitnya regulasi tersebut dapat memberikan peningkatan 

pelayanan informasi terhadap pencari keadilan tanpa harus datang ke 

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta karena dapat diakses langsung dari 

website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 
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BAB IV 
PENGAWASAN 

 

A. INTERNAL 

Dalam program pengawasan internal Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor W9-

A/1982/PS.01/10/2016 tentang Penunjukan Tim Hakim Tinggi Pengawas 

Bidang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 

Selain itu telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Jakarta W9-A/1070/PS.01/5/2016 tentang Penunjukan Tim Auditor 

Internal ISO 9001:2015 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Nomor W9-

A/1421/HM.02.3/7/2016 tentang Pembentukan Tim Monitoring Implementasi 

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking 

System Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.  

 

B. EVALUASI 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 

Nomor W9-A/1981/PS.01/10/2016 tentang Penunjukan Tim Hakim Tinggi 

Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah 

dilakukan pengawasan sebanyak 3 (tiga) kali untuk 5 wilayah yaitu : 

1. Monitoring Implementasi Aplikasi SIPP di Lingkungan Pengadilan 

Agama Se-DKI Jakarta pada tanggal 10 s.d 11 Agustus 2016; 

2. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Agama Se-

DKI Jakarta pada tanggal 11 s.d 12 Mei 2016; 

3. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Agama Se-

DKI Jakarta pada tanggal 26 s.d 28 Oktober 2016 dan monitoring tindak 

lanjut hasil pembinaan dan pengawasan pada tanggal 14 Desember 

2016; 

Metoda pengawasan yang digunakan lebih mengutamakan pemanfaatan 

bidang teknologi informasi pada administrasi perkara yaitu Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara yang telah diciptakan oleh Mahkamah Agung Republik 
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Indonesia serta pemanfaatan aplikasi web base Direktori Putusan yang juga 

merupakan hasil karya Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A. KESIMPULAN 

1. Pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan 

Agama Se-DKI Jakarta sudah meraih sertifikat International Organization 

for Standardization. 

2. Setelah tiga tahun berturut-turut penyelesaian perkara banding berada di 

angka 100%, namun di tahun 2016 masih tersisa 7 (tujuh) perkara. Hal ini 

disebabkan adanya berkas perkara yang diterima di kepaniteraan pada 

pertengahan Desember 2016. 

3. Kondisi tanah dan bangunan gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta masih status pinjam pakai milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

termasuk sarana perkantorannya sedangkan Pengadilan Agama Jakarta 

Timur belum memiliki gedung kantor yang sesuai dengan prototype. 

4. Masih kurangnya SDM di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan 

sehingga masih adanya rangkap jabatan dan tugas. Di kepaniteraan, 

panitera pengganti masih diperbantukan dibagian panitera muda hukum 

dan panitera muda banding. Begitu pula di pengadilan tingkat pertama 

baik di kepaniteraan maupun di kesekretariatan sebagian besar tidak 

mempunyai staf. 

5. Terbatasnya alokasi belanja barang untuk kebutuhan operasional dan 

non operasional, serta minimnya alokasi belanja modal yang diperlukan 

seperti kebutuhan alat pengolah data/teknologi informasi, sarana 

perkantoran, dll. 

 

B. REKOMENDASI 

1. Penambahan anggaran untuk Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 

Pengadilan Agama se-DKI Jakarta. 

2. Penambahan sumber daya manusia dibidang hukum, administrasi 

keuangan, umum dan teknologi informasi. 
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3. Kekosongan jabatan pimpinan dan jabatan struktural kepaniteraan serta 

kesekretariatan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar segera diisi. 
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